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PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI 

NOMOR 15 TAHUN 2007 

TENTAN G 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGA1 

NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENDIRIAN 
PT. (PERSEROAN TERBATAS) BANGGAI ENERGI UTAIV1A 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANGGAI, 

Menimbang 

Mengingat 

a. ballwa setiap rencula pengembangan lapangan iiiiinal 
dan gas bumi yang pertama kali akan diproduksi dari 
suatu wilayall ker,ja, maka daerah yang memiliki minyak 
dan gas bumi diwilayahnya berhak alas penavvaran 
partidpating interest (PI) dari Pemerintah yang harus 
dikelolah oleh Badan I Isalla Milik Daerah; 

b. bahvva untuk maksud tersebut pada huruf a iclah 
dibentuk thux didirikan Badan usaha milik daerah dengan 
nama PT. (Perseroan Terbatas) Banggai Energi I liama 
yang bergerak dibidang Minyak dan Gas Bumi; 

c. bahvva dalarn wilayall Kabupaten Banggai, selain poiensi 
miyak dan gas butni, masili terdapat potensi lain di 
bidang pertambang,an umum dan energi sumber daya 
listrik yang perlu dikembangkan pengelolaanya; 

d. bahwa untuk memenulti maksud huruf c, dipandang 
perlu memperluas bidang usaha PT. Banggai - Energi 
Utama, sehingga terhadap ketentuan Pasai 5 Pcrannan 
Daerall Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2007 perlu 
dilakukan penyesuaian; 

e. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, b, c chm.d perlu menetapkan Peraturan Daerah 
Kabupaten Banggai s'ientang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2007 
tentang Pembentukan dan Pendirian PT. (Perseroan 
Terbatas) Banggai Energi I 4ania. 

1. 1.1ndang-Ilmlang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
l'embenittkatt Daeralt-Daeralt Tingkat. 11 di Stilawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 7/1, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nonior 1822; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang 
Ketentxtan-ketentuan Pokok Pertambangan (I.ernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, 
Tambalian Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2831); 



3. llndatig-IItidattg Nomor 23 "l'altun 1997 teittattg 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); 

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa 
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3833); 

5. I Indang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak 
dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Talum 2001 Nomor 136, Tambahan lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4125); 

6. I indang4 1ndang Nomor 17 TaIttin 2()()3 tentang 
Kettangan Negara (Lembw-an Negara llepublik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

7. 1 Indmtg-I Indang Nomor 1() Talum 2004 tetttattg 
Pembentukan Peraturan Perundang-utidatigan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Taltun 2004 
Nornor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 

8. l Indang - l Indang Nomor 32 Tahun 2004 Ieniang 
Pemerititaltan Daerah (I,embaran Negara Reptiblik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambal ran 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Penterintalt 
Pengganti I indang-IJndang Nomor 3 Tahun 2005 tentang 
Perubaban Atas Undang-IIndang Nomor 32 Taltun 
2004 tentang Pemerintahan Daeralt (I.embaran Negara 
Republik Indonesia Talitin 2005 Nomor 38, Tamkillan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) 
yang telah ditetapkan dengan Undang-IJndang Nomor 8 
Taltun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Taltun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4548); 

9. Undattg-Undang- Nnmor 33 Taltun 2004 teittatig 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintalt Pusat datt 
Daeralt (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

10. Undat ig-I Jildang Nomor 26 Taltun 2007 tet ttat tg 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4725); 

11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentattg 
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara 
Indonesia Taltun 2007 Nomor 106); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang 
Pelaksattaatt Undang-Undang Nomor 11 Taltun 1967 
tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pertambattgan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahtub 1969 
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2916) sebagaimana telah diubah 



dengan Peraturan Pernerintalt Nomor 75 Tahun 2001 
Lembaran Negara Republik Indonesia Taltun 2001 
Nornor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor /1154); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang 
Analisis Mengenai Dampak I.inp,kungan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nontor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3g38); 

14. Peraturan Pemerintalt Nomor 35 Tahun 2004 tentang 
Kegiatan I Isaha -Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Talittn 2004 Nontor 123, 
Tambaban Lembaran Negara Republik Indottesia 
Nomor 4435) sebagaimana telah diubalt dettgall 
Peraturan Penterintalt Nomor 34 "l'alnut 2005 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 87, Tambaltan I A.mlbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4530); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang 
Kegiatan I Isalta I lilir Minyak dan Gas Bunti (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, 
Tambaltan I .embaran Negara Republik 1nd<Nnesia 
Nomor 4436); 

16. Peraturan -Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian I Jrusan Pemerintaltan Antara Penterintalt, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Penterintah Daeralt 
Kabupaten/Kota (I.embaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2()()7 Nomor 82, Tambaban Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Taltun 
2007 tentang Pembentukan dan Pen(lirian 1Y1'. 
(Perseroan Terbatas) Banggai Energi Utama (Lembaran 
Daeralt Kabupaten Bang-gai Tahun 2007 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran 1)aeralt Nomor 25 ). 

Dengan Persetujuarp Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI 

dan 

BIJPATI BANGGAI 

MEMIJ'TUSKAN : 

Menetapkan : PERATIJRAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN 
ATAS PERATISAN DAERAH KABI IPATEN BANGGAI 
NOMOR 2 TAIII1N 2007 TENTANG PEMBENTIJKAN 
DAN PEND1RIAN PT. (PERSEROAN TERBATAS) 
BANGGAI ENERGI UTAMA 
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Pasal I 

Ketentwut Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tabun 2007 
tentang Pembentukan dan Pcndirian PT. (Perseroan Terbatas) Banggai Energi 
Utarna (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2007 Nomor 2, Tambaltan 
Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 25) diubah, sehingga keseluruhan 
pasal berbunyi : 

Pasal 5 

Bidang Usaha Perseroan mencakup kegiatan : 
;t. I isalta Hulti dan hilir Minyak dan Gas Bumi sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku; 
b. Usaha pertambang-an umurn; dan 
c. Sumber daya energi lislrik 

Pasalll

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar sehap orang mengclalutinya, inenterintaltkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lernbaran Daerah Kabupaten Banggai. 

Ditetapkan di Luwuk 
\ pada tanggal 8 Oktober 2007 

GG 

Diundangkan di Luwuk 
pada i;niggal 8 () ol r 2007 

SEKRETARIS UPATEN, 

ISMAIL MUID 

I ,EM13ARAN DAERAH KABLIPATEN BANGGAI TAHUN 2007 NOMOR 15 
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